
l. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tcntang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Ungkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 
Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang 
undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Ka bu paten Purwakarta dan Ka bu paten Su bang dengan 
mengubah Undang-Uodang Nomor 14 Tahun 1950 tent.ang 
Pembentukan Oaerah-Daerah Ka bu paten Datam 
Lingkungan Provinsi Ojawa Barnt (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tohun 1968 Nomor 31. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2014 Nomor S, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3); 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI SUKABU!.O, 

bahwa unruk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat ( I) 
huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 
tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai 
Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai N(l8eri Sipil. 

TENTANG 

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SI PIL 

PERATURAN BUPATI SUKABUMI 

NOMOR~bTAHUN 2017 

BUPATI SUKABUMI 

PROVTNSI JAWA BARAT 

Mengingat 

Menimbang 



penyelenggara 
pemerintahan 

DaJam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPAT! TENTANG KODE E:TlK DAN KODE 
PERJLAKU PEGAWAI NEGERl SIPlL. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negcri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4449); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Pemerintah Kabupaten Sukabumi [Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sul<abumi Nomor 45): 
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Pasal 3 
Dalam pelaksanaan tugae kedinasan dan kehidupan sehari- hari setiap PNS 
wajib bersikap dan berpedoman pada etika, antara lain : 
a. etika dalam bernegara; 
b. etika dalam berorganlsast; 
c. etika dalam bermasyarakat; 
d. etika terhadap diri sendiri; dan 
e. etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil. 

Kode Etik PNS bertujuan untuk : 

a. mendorong pelaksanaan rugas sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b. meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup 
berkeluarga, bennasyarakat, berbangsa dan bernegara; 

c. lebih menjamin kelancaran dalam pclaksanaan rugas dan suasana kerja yang 
harrnonis dan kondusif; 

d. menJngkatkan kualitas kerja, perilaku dan etika PNS yang profesional; dan 
e. meningkatkan citra dan kinerja PNS. 

BAB II 
NILAl·NILAJ OROANISASI 

Pasal 2 

3. Bupati adalah Bupati Sukabumi. 

4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati 
Sukabumi. 

5. Pejabat yang Berwenang adalah Bupati Sukabumi atau ptjabat lain yang 
ditunjuk, 

6. Perangkat Daerah adaJah Perangkat Daerah di Ungkungan Pemerintah 
Kabupaten Sukabuml. 

7. Pegawai Pemerintah Kabupaten Sukabuml yang selanjutnya disebut pegawai 
adalah Aparatur Sipil Negara dan tenaga lainnya yang bekerja di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Su kabumi. 

8. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai adalah pedoman stkap, perilaku, 
perbuatan, tulisan dan ucapan dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan 
tugas dan fungsiserta kegiatan sehari-hari. 

9. Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan,tulisan dan ucapan pegawai 
yang bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku. 

I 0. Majelis Kode l!:tik adalah tim yang bersifat ad hoc yang bertugas melakukan 
penegakan Kode Etik dan kode perilaku serta menyelesaikan pelanggaran 
kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Pemerintah Kabupaten Sukabumi. 
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berwenang; 
d. membangun etos kerja untnk meningkatkan kinerja organisasi; 
e. menjalin kerja sama secere kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait 

dalam rangka pencapaian tujuan; 
f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas; 
g. patuh dan taat terhadap stander ope.rasionaJ dan iata kerja; 
h. mengernbangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka 

peningkatan kinerja organisasi; 
1. berorientasi pada upaya peningkatan kualias kerja; 
j. mematuhi jenjang kewcnangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aruran 

clan tata cara yang bcrlaku; 
k, setiap atasan tidak dibenarkan membcrikan perintah yang bert.entangan 

dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab alas pelaksanaan 
periotah kepada bawahannya; 

pejabat yang oleh 

Pasal 5 
Elika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b. 
metiputi : 
a. melaksenakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku; 
b. men jaga informasi yang bersitat rahasia; 
c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan 

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi : 
a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
b. turut sorta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; 
c. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat 

bcragama; 
d, memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan 

rakyat Indonesia dalam meraih prestasi di luar negeri dan/atau di dalam 
negeri: 

e. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan 
yang dia\ur dalam peraturan perundang-undangan; 

f. transparao dan akuntabcl dalam melaksanakan rugas agar penyelenggaraan 
pemerintaban yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan 
peru ndang .. undangan; 

g, tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam 
melaksanakan tugasnya: 

h. melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang 
mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia; 

i. melakukan pembinaan clan pengawasan penyelenggaraan pernerintah daerah 
beserta perangkat daerab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangsn: 
dan 

J· menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa lndonesia yang terdiri dari 
bermacam-rnacam suku dan adai istiadat. 

k. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang t.idak benar, 

Pasal 4 



Pasal7 
Etika terhadap din sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, 
metiputi: 

a. jujur dan terbuka serta tidak mcmberikan informasi yang tidak benar; 
b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketutusan; 
c. menghindari konfiik kepentingan pribadi. kelompok, rnaupun golongan; 
d, berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan. kemampuan, 

keterampilan, dan sikap; 

Pasal6 
Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, 
meliputi: 
a. mewujudkan pola hidup sederhana; 
b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamnb dan 

tanpaunsur pemaksaan; 
c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka. dan adil serta tidak 

diskriminatif; 
d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; 
e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam 

melaksanakantugas; 
f. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta 

pendapat dari lingkungan masyarakat; 
g. mem berikan pelayanan kepada masyarakar untuk mendapatkan hak dan 

kewajiban di bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip 
hak asasi manusla; 

h. melaksanakan kegiatan sosiaJ baik di lingkungan Rukun Tetangga maupun 
Rukun Warga dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan 
masyarakat umum; 

i. menghormau dan menjaga kerukunan antar tetangga; dan 
j. berperan aktif dalam menja.ga keamanan lingkungan masyarakat. 

I. dalam meiaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas 
kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugas kepada 
atasan langsungnya; 

m. setiap PNS harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, 
keadilan ketulusen dan kewtbawaan scrta melaksanakan keputusan 
pirnpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan t.e.rcapainya tujuan 
organisasi; 

n. tidak memberikan foto copy surai keputusan pengangkatan dalam jabatan 
dan surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan; 

o. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan 
pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama 
PNS dan pihak terkait lainnya; 

p. menyirnpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya sorta 
tidak memanfaatkannya secara tidak sah; 
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Pasal9 
Nilai-Nilai Organisasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi ruerupakan suatu dasar 
acuan dan motor penggerak motivasi, sikap dan tindakan, serta mendasari 
organisasi dan setiap individu dalam berpikir, bersikap, bertindak dan 
mengambil keputusan. 

lstika terhadap sesarna PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, 
rneliputi: 
a. sating menghormati scsama warga aegara yang memeluk agama/kepercayaan 

yang berlainan; 
b. memelihara rasa persaruan dan kesatuan sesama Pegawai Negcri Sipil; 
c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun 

horizontal da.Jam suatu unit kerja, tnatansi, maupun ant:ar instansi: 
d. menghargai perbedaan pendapat: 
e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil: 
f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri 

Sipil; dan 
g. saling menghormad sesama PNS sebagai rekan kerja yang memiliki hak 

dankewajiban yang berkesesuaian dalam su.atu unit kerja, instansi. maupun 
antar instansi. 

Pasal8 

e. memiliki daya juang yang tinggi; 
f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani; 
g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; 
h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan: 
i. tidak melaku ka.n perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman 

yang memabukkan; 
j. tidak menggunakan dan/ atau mengedarkan ,.ai psikotropika, narkotika 

dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundangan-undangan; 

k. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetenei sesuai togas 
dibidangnya masing .. rnasing untuk meajaga citra pernerintah, bangsa. dan 
negara; 

I. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, 
korupsi dan neporisme; 

m. tidak melakukan pungutan di tuar ketentuan yang berlaku untuk 
kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang sccara langsung atau 
tidak langsung rnerugikan pemerintah, masyarakat, oangsa dan negara: 

n. tidak menerirna hadiah, pemberian, dan gratifikasi yang berkaitan dengan 
pelaksanaan tugas; 

o. loyalitas dan merniliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan 
Lcrhadap masyarakat; dan 

p. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela 
dan perbuatan tidak bermoral lainnya. 
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BAB Ill 
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU 

PasaJ 12 

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sukabumi dtl>angun berdasarkan pada nilai-nilai Organisasi Pemerintah 
Kabupaten Sukaburni sebagaimana dimaksud dalarn Pasal IO. 

Pasal 11 

Nilai-Nilai Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memiliki unsur 
perilaku utama scbagai berikut: 
a. integritas meliputi perilaku: 

1. terpujt; 
2. konsisten; dan 
3. disiplin. 

b. profesional mellputi perilaku: 
1. pe.layanan prima; 
2. inovatif; dan 
3. kerjasama. 

c. akuntabel meliputi perilaku: 
I . terpercaya; 
2. berkinerja tinggi; dan 
3. perbaikan berkesinambungan. 

d. religius rneliputi penlaku: 
I. beriman kepada tuhan yang maha esa; 
2. taat menjalankan ajaran agama; dan 
3. berbuat baik. 

Pasal 10 

Nilru-Nilai Organisasi Pemerintab Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 terdiri atas 4 (empat) nilai ucama yaitu: 
a integritas yang berarti mampu melaksanakan tugas dcngan jujur serta 

konsisten antara perkataan dengan perbuatan, berperilaku terpuji, disiplin 
dan pen uh dedikasi berdasarkan norma dan etika; 

b. profesional yang berarti mampu menyelesaikao rugas dengan baik, tuntas, 
sesuai dengan kompetensi (kcahlian) dan inovatif untuk mencapai hasil prima 
melalui kcrja sarna; 

c. akuntabel yang berarti mampu bertanggung jawab terhadap senap tindakan. 
perilaku dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil; dan 

d. religius yang berarti meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan. 
dan pengembangan nilai-nilai keagamaan 
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Pasal 1q 

Kode Perilaku nilai integritas tercermin dalam perilaku pada setiap pegawai 
negeri sipil Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut: 
a. menjaga citra dan kredibilitas pemerintah kabupaten sukabumi melalui 

pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif 
untuk mendorong peningkatan kinerja serta kehannonisan ant.ar pribadi, 
sesuai kode etik dan pedoman perilaku sesuai jabatan yang diem ban dan atau 
peraturan disiplin pegawai negeri sipil; 

b. senannasa berusaha memenuhi standar kerja profesi, meningkatkan 
kompetensi, sert.a rnenggunakannya dalarn pelaksanaan tugas dengan 
kecakapan serta kecennatan dan kehati-batian secara professional; 

c. memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam 
melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara 
konsisten; 

d. berperan secara pro aktif dalam upaya peneegaban dan pemberantasan 
korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan 
tercela; 

e. tidal< melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nonna agama dan 
kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkcba: 

f. tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi} seeara langsung atau 
tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku: 

g. menghindarkan pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tugas; 
h. saling menghormati dan menjaga kesantunan untuk mcndukung terciptanya 

kondis! kerja yang kondusif; 
,. mematuhi dan melaksanakan peraturan serta mcmegang sumpah/janji 

sebagai pegawai; 
j. mengutamakan kepentingan tu gas daripada kepentingan pribadi/ golongan 

dalam setiap pelaksanaan tugae kedinasan: 
k. metaporkan kepada atasan, apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran 

terbadap peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan atau peraturan 
yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi; 

1. udak menyalahgunakan karru tanda pengenal, surat tugas, ataupun bukti 
kepegawaian lainnya baik dalam pclaksanaan tugas kedinasan maupun untuk 
kepentingan pribadi; 

Kode Etik nilai integritas meliputi: 
a. bertutur kata dan bertindak dengan sopan sesuai dengan nonna yang 

berlaku; 
b. berperilaku terpuji, jujur, disiplin dan taat peraturan sebingga dapat dijadikan 

sebagai panutan (role mode~ bagi pegawai lainnya; dan 
c. konsisten antara perkataan dengan perbuatan. 

Pasal 13 
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dan unit 

Pasal 16 
Kode Perilaku dan nilai profesional tercermin dalam perilaku bagi Pegawai 
sebagai berlkut: 
a. disiplin dan fokus dalam bekerja sesuai dengan target dalam penetapan 

kineria; 
b. patuh dan konsisten ierhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 

telah ditetapkan; 
c. memberi pelayanan sesuat dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan 

dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan; 
d. menjaga independensi dari potensi adanya benturan kepenuogan dalam 

setiap pelaksanaan tugae dan Iungsi pada Pemerintab Kabupaten Sukabumi: 
e. menolak tugas dari atasan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan 

peru ndang-u ndangan; 
f. mendayagunakan kemampuan dan keahliannya serta inovatif dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya; 
g. berclika dalam berkomunikasi baik dalam menerima tamu, menggunakan 

sarana telepon, atau media elektronik lain berupa email ataupun media 
sostaj: 

h. menjaga keamanan barang, dokumen, data, dan informasi; 
1. menjaga informasi yang bersitar ranasia: 
j. menjaga lingkungan tempat kerja dalam keadaan bersih, sehat, aman. dan 

nyaman; 
k, menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif antar pegawai 

kerja di lingkungan Pemeriniah Kahupaten Sukabu.mi; dan 
I. aktif berkontribuei terhadap upaya perbaikan internal. 

Kode Etik nilai profesional meliputi: 
a melaksanakan rugas dengan baik sesuai dengan yangdisepakati dalam 

penetapan kinerja; 
b. berorientasi kepada pelayanan prima kepada pelanggan; 
c. responsir dan inovatif dalam rangka mencapai hasil prima;dan 
d. bekerja sama dalam menjalan kan tu gas. 

Pasal 15 

m. tidak menggunakan dokumen, barang, dan fasilitas rnilik Pernerintah 
Kabupaten Sukabumi untuk hal-hal di luar pelaksanaan tugas kedinasan; 

n. tidak melakukan pekerjaaa atau memiliki usaba/badan usaha yang 
memberikan jasa layanan maupun usaha dagang yang bergerak di bidang 
yang berkaitan dengan tugas dan Iungsi Pemerintah Kabupaten Sukabumi 
dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan; 

o. tidak mengikutsertakan keluarga atau pihak lain yang tidak terkait dengan 
pelaksanaan rugas kedinasan; dan 

p. tidak menggunakan anggaran yang tidal< sesuat denganprogram kerja dan 
Daftar tsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 
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a. mendukung dan melaksanakan program-program keagamaan yang diadakan 
oleh pemerintah; 

b. berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan; 

Pasal 20 

Kode Perilaku dari nilai religius tercermin dalam perilaku bagi Pegawai sebagai 
berikut: 

Kode Etik nilai religius meliputi : 
a. mempercayai rukun iman dengan meyakini dalam batt, mengucapkan 

dengan perkataan dan melaksanakan ajaran agama dengan perbuatan; 
b. taat dalam melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala macam 

larangan agama: 
c. setiap sikap dan prilaku memberikan manfaat bagi sesama; 
d. berpegang pada moral dan akhlak dalam menjalani kehidupan sehari-hari; 

dan 
e. senantiasa selalu merasa dilihat cleb yang maha pencipta. 

Pasal 19 

Kode Perilaku dari nilai akuntabel rercermin dalam perilaku bagi Pegawai sebagai 
berikut: 
a. melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab 

mulai dari proses sampai dengan basil, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang .. undangan; 

b. mendokumentasikan proses dan basil dari setiap kegiatan yang dilakukan 
secara jujur dan terbuka untuk dapat dilaporkan, dinilai, dan diaudit baik 
secara internal maupun ekstemal; 

c. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas beban tugas yang 
menjadi tanggung jawabnya, yang tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai 
dan/atau Perjanjian Kinerja; 

d. melakukan perbaikan dan peningkaian kapasitas diri secara berkelanjutan 
berdasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan 
kinerja; dan 

e. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar dan 
menyesatkan. 

Pasal 18 

Kode Etik nilai akuntabel meliputi: 
a. transparan dalam setiap tindakan atau perilaku; 
b. berkinerja tinggi dan menyadari bahwa tidak hanya hasil yang harus dicapai 

namun juga melalui proses dan prosedur yang benar; dan 
c. selalu melakukan perbaikan berkesinambungan berdasarkan pembelajaran 

dari pengalaman. 

Pasal 17 
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a. pernyataan secara tertutup: atau 
b. pemyataan secara terbuka. 

f4) Dalarn Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
disebutkan jenis pelanggaran kode etik yaog dilakukan oleh Pegawai Negeri 
Sipil. 

BABV 

PENEGAKAN KODE ETIK 

Pasal 23 

( 11 Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi 
moral. 

(21 Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibuat secara tertulis dan 
dinyatakan oleh Bupati. 

(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: 

Pasal 22 

Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (I) tidak boleh 
bertentangan dengan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati 
ini, 

BAB IV 
KODE ETIK PERANOKAT DAERAH DAN KODE E1'lK PROFESl 

Pasal 21 

(1) Berdasarkan ketentuan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati 
ini: 
a. masing·masing Perangkat Daerah dapat menetapkan kode etik perangkat 

daerah; 
b. organisasi Profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil dapat menetapkan 

kode etik masing .. masing. 
(2) Kode etik sebagaimana dirnaksud dalam ayat (I) ditetapkan berdasarkan 

karakteristik masing-masing perangkat daerah dan orgao.isasi profesi. 

c. bersemangat dalam mempelajari ilmu agama; 
d. melaksanakan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan agama; 
e. menjadi teladan yang balk dalam pelaksanaan ibadah: 
f. mengajak dan memotivasi orang lain untu k senantiasa menaati ajaran agama: 
g. mau berkorban untuk kepentingan agama; 
h. menghonnaci dan menghargai para pemuka agama; 
L membcrikan teladao yang ban, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari: 
j. menghonnati dan menjaga kerukunan antar urnat beragama; 
k. melaksanakan ajaran agama secara benar dan sungguh - sungguh dan 
I. berperan aktif dalam menangkal ajaran sesat yang dapat merusak dan 

menodai agama. 

11 
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BERJTA DAERAH KABUPATEN SUKABUMl TAHUN 2017 NOMOR ~"-· 

~ MA WAN HAMAMI ~~ 2c 
Diundangkan di Palabuhanratu 
pada tanggal :Z7 y.u,· :WI 7 

SEKRE~~ERAH KABUPATEN SUKABUMI, 

rvos SOMANTRJ 

Ditetapkan di Palabuhanratu 
pada tanggal :17 Jl!.U :u,17 

j B P Tl SUKABUMI,/ 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUl' 

Pasal 26 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sukabumi. 

Pasal 25 

(I) Untuk menegakkan kode etik, clibentuk Majelis Kode Etik. 
(2) Keteneuan Jebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Majelis 

Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) ditetapkan deng,an Keputusan 
Bupati. 

Pasal 24 

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan 
sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dapat dikenakan 
tindakao administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
atas rekomendasi Majelis Kode Etik. 

(5) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapai mendelegasikan wewenang 
sebagairnana dimaksud pada ayat (31 kepada pejabat lain di lingkungan 
Pernerintah Kabupaten Sukabumi sekurang-kurangnya pejabat struktural 
eselon IV. 
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